BUPATI KAPUAS HULU

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf

b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam
Jabatan  Fungsional, ¥ mengamanatkan bahwa
penyetaraan jabatan dilakukan pada Instansi Daerah;

. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah  untuk Penyederhanaan  Birokrasi,
mengamanatkan bahwa dalam rangka mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan
pelayanan publik perlu dilakukan penyederhanaan
birokrasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
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b

Mengingat

1.

Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Kapuas Hulu;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah
yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang

Kesatuan bangsa dan Politik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan
jabatan dilakukan pada Instansi Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
546);

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas
Hulu;

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1;
2.

10.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten

Kapuas Hulu.
Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kapuas Hulu.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kapuas Hulu.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu.

Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Kapuas Hulu.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Kapuas Hulu.

Sekretariat adalah Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Kapuas Hulu.
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1.

12.

13.

14.

15.

16.
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18.

19.

20.

Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kapuas Hulu.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah
unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Kapuas Hulu.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah

profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang bekerja pada Kabupaten Kapuas Hulu.
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai
ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat
sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta

administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki
Jabatan Administrasi pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Fungsional pada pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten
Kapuas Hulu.

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional

yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah
Pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional



melalui Penyesuaian/Inpassing pada jabatan fungsional yang
setara.

BAB 11
KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala

Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas memimpin
kegiatan pelayanan umum dan teknis di bidang Kesatuan Bangsa
dan Politik serta tugas pembantuan lainnya sesuai dengan

kewenangan Daerah.
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan
politik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila
dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri
dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi,
sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra
suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan

pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan

&
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kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila
dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri
dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi,
sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra
suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan
pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan,
penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi,
pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan
kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan
golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

pelaksanaan fasilitasi forum komunikasi pimpinan daerah di
daerah;
pelaksanaan administrasi kesekretariatan di Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik di Daerah; dan

pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan
oleh Bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi
Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri
dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat;

c. Bidang Kesatuan Bangsa;
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d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi
Kemasyarakatan;

e. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a,

mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis

di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

Kepala Badan mempunyai fungsi :

a.

b.

penetapan rencana strategis Badan;

pengoordinasian dan pengendalian seluruh program kegiatan
Badan;

penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan urusan di
bidang kesatuan bangsa dan politik;

penyelenggaraan pembangunan reformasi birokrasi pada Badan;
pembinaan, pelayanan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Badan; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan

bidang tugasnya.



Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b,
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam
perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan,
monitoring, urusan administrasi perkantoran, kepegawaian,

keuangan, ketatalaksanaan serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kegiatan Sekretariat;

b. pengoordinasian, sinkronisasi dan penyusunan rencana program
kerja Badan;

c. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian,
pengelolaan urusan administrasi keuangan;
pengelolaan urusan administrasi perlengkapan, aset, kebersihan
dan keamanan kantor;

f. penyelenggaraan tata usaha persuratan, kearsipan dan
perpustakaan;

g. penyelenggaraan akuntabilitas kinerja, keprotokolan, pelayanan
publik, informasi publik, pengaduan masyarakat, hubungan
masyarakat dan prosedur kerja;

h. pengoordinasian dan penyelenggaraan reformasi birokrasi Badan;

i. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas
dan fungsi Sekretariat; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.



Pasal 11

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari :
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. kelompok Jabatan Fungsional

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris

Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretariat
dalam pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian serta

pengelolaan aset milik Badan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana Kkegiatan Subbagian Umum dan

Kepegawaian;
b. penyelenggaraan urusan penatausahaan surat menyurat;
c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
d. penyelenggaraan administrasi penatausahaan aset;

e. penyelenggaraan urusan pengelolaan data pembangunan,
keprotokolan, pelayanan publik, informasi publik, pengaduan
masyarakat, hubungan masyarakat, prosedur kerja,
perpustakaan dan kearsipan;

f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas
Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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(1)

(2)

Bagian Kelima

Bidang Kesatuan Bangsa

Pasal 14

Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan
melalui Sekretaris.

Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu di bidang
ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,
pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah
kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan
umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan
dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja
asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan

penanganan konflik.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (2), Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

a.

penyusunan rencana operasional Bidang Kesatuan Bangsa;
penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama
dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan
konflik di Daerah;

I



perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama
dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan
konflik di Daerah;

pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan,
bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka
tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi,
sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,
fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di
Daerah;

pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama
dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan
konflik di Daerah,;

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang
ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,
pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah
kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan

umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan
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dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja
asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan

penanganan konflik di Daerah;

pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan perkembangan

pelaksanaan tugas Bidang Kesatuan Bangsa; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional.

(1)

(2)

Bagian Keenam
Bidang Politik Dalam Negeri dan
Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 17

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dipimpin
oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Kapuas Hulu di bidang pendidikan politik,
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan
situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan
organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat

asing.
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Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

ayat (2) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

mempunyai fungsi:

a.

penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika
budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/
pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik
serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan
mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di
wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;

penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan
situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan
ormas asing di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;

pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika
budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/
pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik
serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan
mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di
wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;

pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika
budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/
pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik
serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan
mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di

wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
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pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,
fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai
politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah,
pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten

Kapuas Hulu; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 18

Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional.

(1)

(2)

(3)

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 19

Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas teknis operasional dan kegiatan teknis
penunjang badan yang mempunyai wilayah satu atau beberapa
kecamatan.

Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Badan.

Unit Pelaksana Teknis Badan sebagimana dimaksud pada ayat
(1) mempunyai fungsi melaksanakan administrasi, memelihara,
merawat dan mengamankan seluruh fasilitas milik pemerintah
daerah yang ada serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan.

15



(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

Bagian Kedelapan
Kedudukan dan Tugas Kelompok
Jabatan Fungsional

Pasal 20

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam
jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai

dengan keahliannya.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan

tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf g, yang diangkat berdasarkan penyetaraan
jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi
berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.

Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan
dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan
dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara
langsung kepada Pejabat Administrator.

Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan
penyetaraan, penyederhanaan dan/atau penghapusan Jabatan
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, agar pelaksanaan
kegiatan terlaksana secara optimal, dapat ditetapkan Tim
Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan
kegiatan tertentu, sampai dengan ditetapkannya peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme kerja
ASN.

Penunjukan dan penetapan rincian tugas dan fungsi serta tugas
tambahan bagi ASN untuk sebagai penanggung jawab kegiatan,
diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui
penyesuaian /inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator, atau
Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan
tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang
berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah tenaga
fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja serta

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh Kepala
Badan melalui Pejabat Administrator yang berada dalam lingkup
kerjanya.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Kapuas Hulu.

Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas
pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN).
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(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi dan tugas
pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat, juga
wajib disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Pertama
Tata Kerja

Pasal 23

Kepala Badan wajib melaksanakan tugas memimpin, membina,
mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan

petunjuk kerja kepada bawahannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi
dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Badan maupun
antar Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kepala Badan dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fungsi
pengawasan di lingkungan Badan dan mengambil langkah-
langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Laporan

Pasal 24

Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan
memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
Kepala Badan wajib menyampaikan laporan hasil program
pembangunan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah tersendiri.
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@)

(4)

(S)

(1)

(2)

Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan wajib
mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan
laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun
sewaktu-waktu serta memberikan penjelasan teknis atau
keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang
diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan
evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan

kepada Kepala Badan guna perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Pada Badan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis badan
Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Bupati tersendiri.

Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang
baik dalam kegiatan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi
penataan organisasi Badan yang dilaksanakan oleh Sekretaris
Daerah.
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(4)

()

(1)

(2)

Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi Badan
yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah secara teknis operasional
dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang
organisasi.

Dalam rangka pembinaan dan pengendalian organisasi Badan,
Bupati melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang
kelembagaan memberikan arahan, pedoman dan petunjuk
teknis, bimbingan teknis, supervisi, asistensi, serta monitoring

dan evaluasi baik secara rutin maupun periodik.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, selama belum
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya, seluruh
petunjuk atau pedoman yang ada dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan
Bupati ini.

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang
melaksanakan tugas pada Badan dan Pegawai ASN yang
melaksanakan tugas pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan
Badan tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada

penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Kapuas Hulu Nomor 68 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan
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Bangsa dan Polilik (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun
2020 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 20 Oktoler do2|

4 BUPATI KAPUAS HULU,/'(

{,,FRANSISKUS jIAAN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal | November 8031

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

X

)
MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021
NOMOR ¢
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